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KATA PENGANTAR 

 

 Segala  Puji  dan  Syukur  kami panjatkan kehadirat Tuhan  Yang Maha Kuasa atas kasih dan 

penyertaanNya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2020-2025 dapat tersusun dengan baik. 

 Rencana Strategis ini merupakan salah Satu Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan  Talaud  tahun  2020-2025 yang memuat Visi, Misi, serta 

Program pembangunan yang  berfokus pada pembangunan Infrastruktur dasar, peningkatan pendidikan 

dan kesehatan. 

 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan salah satu Perangkat Daerah yang 

merupakan pilar utama pembangunan daerah yang menunjang visi, misi daerah yang berfokus pada 

pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, peningkatan kualitas pertanian dalam hal 

rehabilitasi/pemeliharaan  sistem  jaringan irigasi, pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal 

penyediaan/pembangunan sarana dan prasarana  air minum dan pembangunan talud pengaman pantai  

untuk melindungi pemukiman warga/masyarakat pesisir, dan penyediaan sanitasi lingkungan bagi 

masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan pemukiman dan membantu memelihara dan menjaga 

kesehatan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur pemerintahan untuk menunjang pelayanan bagi 

masyarakat.  

 Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak  

yang  terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Renstra  Dinas Pekerjaan 

Umum ini mulai dari para Kepala Bidang (Bidang Binamarga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Tata 

Ruang) dan seluruh staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan  Talaud.  

 Akhirnya dengan tersusunya Rencana Strategis ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan 

pembangunan guna mencapai visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten 

Kepulauan  Talaud,  untuk kemakmuran dan kesejahteraan Masyarakat   di bumi porodisa ini. 

 
                                                                            

Melonguane,     Agustus 2021 
Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum dan 
Tata Ruang 
Kabupaten   Kepulauan Talaud 
 
 
 
JOHN RIANTO MAJAMPOH 
NIP. 19751228 200312 1 008 
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B A B  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan Satu 

Dokumen Resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan 

Perangkat Daerah khususnya dan Pembangunan daerah pada umumnya 

dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala 

Daerah. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sangat 

ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam 

mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategis Kebijakan dan capaian 

Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke 

dalam Penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan 

tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. 

Selain itu Renstra Perangkat Daerah merupakan Pedoman untuk 

menjamin kesesuaian antara Program, Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Kelompok 

Sasaran, serta Prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Rencana 

Kerja (Renja) Perangkat daerah yang disusun setiap tahunnya. 

Permendagri 86 Tahun 2017 telah dijelaskan tentang tata cara 

penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dimana tata Cara Tersebut dapat 

menjadi acuan para perencana dalam menyusun Renstra Perangkat darah 

yang baik. Beberapa tahapan tersebut diantaranya adalah tahapan 

persiapan penyusunan Renstra , Penyusunan Rancangan Awal Restra 

Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat daerah, 

Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, 

Perumusan Rancangan Akhir Restra Perangkat Daerah, Penetapan Renstra 

Perangkat Daerah penyusunan rancangan Akhir. 

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

Kabupaten Kepulauan Talaud  memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran 

dan target yang akan dicapai dalam penyelenggaraan Pembangunan daerah 

selama 5 (Lima) tahun Kedepan dengan fokus utama pelayanan dibidang 

pekerjaan Umum dan Tata Ruang. 

 

BAB 

1 
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1.2 Landasan Hukum 

Landasan Hukum utama untuk mengatur sistem mekanisme, proses 

dan prosedur tentang penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagai 

berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pembentukan 

Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara 

2. Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 Tentang 

Bangunan Gedung 

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 07 Tahun 2004 Tentang 

Sumber Daya Air; 

4. Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 Tentang 

jalan; 

5. Undang-undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang 

Penataan Ruang; 

6. Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang 

wilayah Publik; 

7. Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

8. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-

undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia No. 34 Tahun 2006 

Tentang jalan; 

10. Peraturan Pemerintah Repubilk Indonesia No. 36 tahun 2005 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 

Tentang Bangunan Gedung; 

11. Peraturan Pemerintah republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2006 

tentang Irigasi; 
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13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 2008 Tentang 

Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia nomor 4817); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.26 tahun 2008 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun 2008 

Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ; 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 115 tahun 2010 

Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 tahun 2016 

Tentang Perangkat Daerah; 

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 Tahun 2005 tentang 

Pulau-Pulau Kecil Terluar; 

19. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud No. 8 Tahun 2014 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2005-2025; 

21. Peraturan Daerah kabupaten Kepulauan Talaud No. 1 tahun 2014 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud 

tahun 2014-2034; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud No. 3 tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten 

Kepulauan Talaud. 
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 4 Tahun 

2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2020-2025 

24. Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Talaud 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagai Dokumen induk 

Perencanaan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan 

sebagai Dokumen Pembangunan yang berkelanjutan yang bisa dijadikan 

pegangan untuk menjabarkan Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan 

Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud selang periode 

Kepemerintahan tahun 2020-2025. 

Adapun Tujuan yang akan dicapai dari Penyusunan Rencana Strategi 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Talaud 

Adalah : 

1. Tersediannya Acuan dalam pengalokasian sumber dana dan sumber 

daya pada berbagai kegiatan yang bersifat strategis, guna pencapaian 

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud; 

2. Tersediannya Acuan bagi seluruh Unit Kerja di Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Talaud dalam 

Melaksanakan Kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan 

Fungsi (TUPOKSI); 

3. Tersediannya Acuan untuk menilai pencapaian Kinerja masing-

masing unit kerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yang 

kemudian akan diakumulasikan menjadi pencapaian kinerja Dinas 

secara keseluruhan; 

4. Tersediannya acuan bagi dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang 

dalam Mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerja. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

BAB   I  Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penulisan, 

landasan hukum penulisan, maksud dan tujuan penulisan 

serta sistematika penulisan. 

BAB   II  Gambaran Pelayanan PD 

Bab ini menjelaskan mengenai tugas, fungsi dan struktur 

organisasi PD, sumber daya PD dan kinerja pelayanan PD 

serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD. 

BAB   III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah 

Bab ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan 

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD, telaahan visi, 

misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra; 

telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis. 

BAB   IV  Tujuan dan Sasaran 

Bab ini berisikan Tujuan dan Sasaran  Kabupaten Kepulauan 

Talaud, tujuan dan sasaran jangka menengah PD serta 

strategi dan kebijakan PD. 

BAB  V  Strategi dan Kebijakan 

Bab ini menjelaskan mengenai rencana program dan kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. 

BAB   VI  Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan 

Talaud Tahun 2020-2025 

Bab ini mengemukakan tentang Rencana Program  kinerja PD 

yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

BAB   VI  Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2020 -2025 

Bab ini mengemukakan tentang Rencana Program kegiatan 

indicator  kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. 
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BAB   VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 

Bab ini mengemukakan tentang Kontribusi Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang dalam rangka mendukung pencapaian 

tujuan dan sasaran RPJMD. 

 

BAB   VIII Penutup 

Pada bab ini berisi ringkasan (ikhtisar) dari beberapa bab 

sebelumnya. 
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B A B  II 

GAMBARAN PELAYANAN PD 

2.1 Tugas, FungsidanStruktur Organisasi PD 

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan 

Talaud mempunyai Tugas Pokok  adalah : 

 “ Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah dalam Merumuskan 

Kebijakan Teknis, Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas  

Kedinasan serta  Pembinaan dan Pengendalian  di bidang 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang” 

  Dalam Melaksanakan Tugasnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang mempunyai Fungsi Sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan kebijaksanaan 

yang ditetapkan oleh Bupati  berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku ; 

2. Pembinaan dan koordinasi program survey dan pengandalian 

pengembangan wilayah; 

3. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan prasarana jalan dan 

jembatan; 

4. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan perumahan, 

pemukiman dan tata ruang; 

5. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan pengelolaan sumber 

daya air; 

6. Pembinaan dan bimbingan terhadap pengelolaan sumber daya air 

lintas kabupaten /kota; 

7. Pemeliharaan dan pengendalian jalan, jembatan dan sumber daya 

air; 

8. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, keuangan, hukum 

dilingkungan dinas 

9. Pelaksanaan Fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah 

terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas. 

BAB 

2 
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Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 

tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten 

Kepulauan Talaud, dapat diuraikan Sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Perencanaan Program;  

b. Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Kepegawaian; 

c. Sub Bagian Data dan Informasi Publik. 

3. Bidang Bina Marga terdiri dari : 

a. Seksi Perencanaan Teknis & Evaluasi Kebinamargaan 

b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; 

c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan. 

4. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari : 

a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air; 

b. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; 

c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan SDA. 

5. Bidang Cipta Karya terdiri dari : 

a. Seksi Perec. Teknis & Pengendalaian Keciptakaryaan; 

b. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan SPAM; 

c. Seksi Bina Konstruksi. 

6. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan terdiri dari : 

a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang; 

b. Seksi Pengendalain dan Penertiban Tata Ruang; 

c. Seksi Pertanahan. 

7. Staf Pelaksana/Kelompok Jabatan Fungsional 
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2.2 Sumber Daya PD. 

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang didukung 

oleh 52 Orang pegawai dan tenaga honor serta perlengkapan(asset instansi) yang 

terdiri dari : 

1. Status Kepegawaian. 

Kepala  Dinas = 1 orang  

Sekretaris = 1 orang 

Kepala Suba Bagian Perencanaan =  1 orang 

Petugas Pengumpul Data Perencanaan = 2 orang 

Operaator Komputer =  2 orang 

Kepala Subag. Tata Usaha, Keuangan Dan Kepegawaian =      1 orang 

Bendahara Pengeluaran  = 1 orang 

Bendahara gaji        = 1 orang 

Bandahara penerimaan   = 1 orang 

Penyimpan barang (Aset) = 2 orang 

Penerima barang         = 1 orang 

Verifikator    = 1 orang 

Kepala Subag. Data dan Informasi Publik   =   1 orang 

Petugas Pengelolah data dan informasi Publik = 1 orang 

Kepala Bidang Bina Marga = 1 orang 

Kepala Seksi Perec. Teknis dan Evaluasi Kebinamargaan = 1 orang 

Petugas Pembantu Perencanaan Teknis Kebinamargaan = 2 orang 

Pengawas Pembangunan Jalan dan Jembatan  = 1 orang 

Kepala  Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan  = 1 orang 

Pengawas Preservasi Jalan dan Jembatan = 1 orang 

Kepala Bidang Sumber Daya Air   = 1 orang 

Petugas Pembantu Perencanaan Sumber Daya Air  = 1 orang 

Petugas Pembantu Pelaksana SDA  = 2 orang 

Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan SDA = 1 orang 

Petugas Pengawasan Operasi dan Pemeliharaan SDA = 2 orang 

Kepala Bidang Cipta Karya Dan Bina Konstruksi  = 1 orang 

Kepala Seksi Perec. Teknis & Pengendalian Keciptakaryaan= 1 orang 

Petugas Pembantu Perencanaan Teknis Keciptakaryaan = 1 orang 

Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan SPAM =     1 orang 

Petugas Pengawasan Penataan Bangunan & Pengembangan SPAM =1orang  
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Petugas Pengawasan Bina Konstruksi  = 2 orang 

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan = 1 orang  

Seksi Pengaturan & Pembinaan Tata Ruang = 1 orang 

Seksi Pengendalian & Penertiban Tata Ruang=      1 orang 

Seksi Pertanahan = 1 orang 

Petugas Pengelolah Pertanahan = 1 orang 

 

2. Golongan / Ruang( Struktural ). 

-  Esalon II    = 1 orang 

-  Esalon III/A   = 1 orang 

-  Esalon III/B   = 4 orang 

-  Esalon IV    = 10 orang 

3. Tingkat Pendidikan Pegawai     : 

-  Sarjana (S2)   = 6 Orang 

-   Sarjana (S1)   = 28 orang  

-  SarjanaMuda   = 5 orang 

-  S L T A    = 22 orang 

4. Jenis Kelamin Pegawai (PNS) 

-  P r i a   =   8 orang 

-  W a n i t a   =  11orang 

 

5. Perlengkapan (Asset Instansi) 

 Jumlah Aset /Peralatan yang mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 

yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sampai dengan Tahun 2020 

meliputi : 

 

NO. NAMA/JENIS ASET JUMLAH (Unit) KONDISI KET. 

1. STAIGON WAGON  1 BAIK 
 

2. PICK UP (Toyota Hillux) 1 BAIK 
 

3. SEPEDA MOTOR (Kawasaki/KLX 150 CC) 4 BAIK 
 

4. SEPEDA MOTOR (Honda Revo) 2 BAIK 
 

5. DUMP TRUCK  1 BAIK 
 

6. DUMP TRUCK 1 RUSAK RINGAN 
 

7. DUMP TRUCK 1 RUSAK BERAT 
 

8. BULLDOZER 1 RUSAK BERAT 
 

9. EXCAVATOR 2 RUSAK BERAT 
 



Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Talaud 
 
 

11 

 

10 EXCAVATOR 1 BAIK 
 

11. BULLDOZER (Merk Caterpilar) 1 BAIK 
 

12. VIBRATION ROLLER 1 BAIK 
 

13. TRAILER/TRONTON 1 RUSAK BERAT 
 

14. TRAILER/TRONTON 1 BAIK 
 

15. SEPEDA MOTOR (Merk. Yamaha) 1 BAIK 
 

16. SEPEDA MOTOR (Merk. Honda) 1 BAIK 
 

17. Komputer (PC) ALL in ONE 7 BAIK 
 

18. LAPTOP  3 BAIK 
 

19. DRONE 1 BAIK 
 

20. GPS  (Merk. Garmin) 3 BAIK 
 

21.  GPS Geodetik 1 BAIK 
 

22. Meja, Kursi Kerja 46  BAIK 
 

 

 

2.3 KinerjaPelayanan PD 

Sejalan dengan arahan kebijakan Pembangunan Sebagaimana telah 

ditetapkan dalam Rencana Strategis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten 

Kepulauan Talaud 2020-2025, kinerja Pelayanan dari Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata Ruang Dapat Diuraikan Sebagai berikut Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang Kab. Kepulauan Talaud Selang Tahun 2014-2019 menyelenggarakan 

Pembangunan Jalan yang dititik beratkan pada Pembangunan jalan status 

Kabupaten dengan panjang adalah 204,030 Km dengan kondisi akhir seperti pada 

tabel berikut ini : 

NO. KONDISI 
PANJANG 

(KM) 
% Sumber Data 

1. BAIK 74,678 36,60 Bidang Binamarga Dinas PUTR Kabupaten Kepulauan 
Talaud 2. SEDANG 0 0 

3. RUSAK 
RINGAN 

65,56 32,13 

4. RUSAK BERAT 63,792 31,27 
 

Total 204,030 100,0 

  (Tabel. 2.3 Panjang Jalan Status Kabupaten menurut Kondisi Akhir Tahun 2019) 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kondisi Jalan status kabupaten 

63,40 % perlu penanganan dan pemeliaraan  karena tergolong Rusak. Sementara 

itu, jalan Kabupaten dengan jenis permukaan aspal adalah sebesar 31,75 %, 

Perkerasan Rigid Pavement sebesar    30,69%, Telford/Kerikil sebesar 5,32% dan 

Jalan Tanah/Belum Tembus sebesar 32,23 %. Rincian berdasarkan Jenis 

Permukaan untuk jalan Kabupaten dapat dilihat pada tabel 2.4 
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NO. KONDISI PANJANG 
(KM) 

% Sumber Data 

1. Aspal 64,78 31,75 Bidang Binamarga Dinas PUTR Kabupaten 
Kepulauan Talaud 2. Rigid Pavement 62,62 30,69 

3. Kerikil/Telford 10,85 5,32 

4. Jalan Tanah/Belum 
Tembus 

65,78 32,23 

 

Total 204,030 100,0 

(Tabel. 2.4 Kondisi Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan  Akhir Tahun 2019) 
 

 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam mengemban tugas dan 

fungsi dalam hal  Penanganan beberapa infrastruktur yang vital  di Kabupaten 

kepl. Talud salah satunya dengan membangun jembatan Penghubung antar desa 

dan kecamatan. Kondisi jembatan pada yang menjadi kewenangan Dinas PUTR 

Kabupaten Kepulauan Talaud Seperti pada Tabel Berikut Ini 

No. Lokasi 
Total Panjang 
Bentang (M) 

Jumlah Jembatan 
(Unit) 

Kondisi Jembatan (unit) 

Baik Rusak 

1. Pulau 
Karakelang 

17,5 4 unit 2 Unit 2 Unit 

2. Pulau Salibabu 142,7 13 unit 5 Unit 8 Unit 

3. Pulau 
kabaruan 

351,4 44 unit 8 unit 36 unit 

4. Kepl. Nanusa - - - - 

5. Pulau Miangas - - - - 

Jumlah  511,6 M 61 Unit 15 
Unit 

46 nit 

 
Pembangunan/Peningkatan Serta Rehabilitasi Jalan Mangaran-Damau  

Merupakan Jalan Yang berstatus Jalan kabupaten, Jalan Mangaran-Damau 

Lingkar Utara dan Lingkar Selatan merupakan akses jalan yang bertujuan sebagai 

jalan Penghubung antar Desa Dengan desa dan Desa dan Ibu Kota Kecamatan di 

pulau kabaruan. Dibangun sejak pulau Kabaruan masih masuk daerah 

Pemerintahan Sangihe dan Talaud Jalan ini mengalami kerusakan berat pada 

lapisan struktur atas (Surface) dan Sub Base (Lapisan Pondasi) yang akhirnya 

masyarakat pengguna jalan sulit untuk melewatinya. Maka sejak 2010 dan efektif 

tahun 2014  Jalan Mangaran-Damau dilaksanakan Pemeliharaan secara rutin 

dan sampai dengan tahun 2019 Jalan ini 90% sudah dapat diakses dengan baik 

oleh pengguna jalan dan menjadi salah satu Akses Jalan di Pulau Terluar. 
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Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Sara Dalam rangka pengembangan 

potensi sumberdaya alam di kabupaten kepulauan Talaud, maka Dinas Pekerjaan 

Umum dan tata Ruang Kabupaten Kepulauan Talaud membuka akses baru yang 

bernilai strategis untuk pengembangan wilayah khususnya destinasi wisata.  

Penilaian pulau sara yang dapat dikembangkan menjadi salah satu destinasi 

wisata alam di Kabupaten Kepulauan Talaud oleh Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Talaud memotivasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk 

menyediakan sarana dan prasarana pendukung yaitu salah satunya Jalan dan 

Pembangunan Jembatan Selang tahun 2014-2019 telah dibangun beberapa 

jembatan penghubung daerah ibu kecamatan dan desa. 

Dinas Pekerjaan umum dan tata ruang selang tahun periode RPJMD 

sebelumnya telah memberikan sumbangi dalam pemenuhan kebutuhan pangan 

antara lain dengan dibangunnya  8 (Delapan ) daerah Irigasi Permukaan Sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 14 tahun 

2015. 8 (Delapan) Daerah irigasi yang menjadi kewenangan  Dinas PUTR 

Kabupaten Kepulauan Talaud Yaitu : 

 

No. Nama Daerah Irigasi 
(DI) 

Luas DI (Ha) Kondisi Akhir 
Infrastruktur 

1. DI TARUN 265 Baik 

2. DI. BOWOMBARU 150 Baik 

3. DI. PULUTAN 226 Baik 

4. DI. BEO 425 Rusak Ringan 

5. DI. BANTANE 186 Baik 

6. DI. NUNUK ALO 110 Baik 

7. DI. TAROHAN 115 Rusak Ringan 

8. DI. LALUE 138 Rusak Berat 

(Tabel. 2.5. Kondisi Irigasi Permukaan di Kabupaten Kepulauan Talaud) 
 

 Selain Pembangunan Jaringan Irigasi, Pembangunan Sarana dan 

parasarana  Pengendalian Banjir di Daerah- daerah Aliran Sungai serta Pengaman 

Daerah Pantai menjadi program dan kegiatan yang telah dan terus dikerjakan oleh 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kabupaten Kepulauan Talaud.  
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  Selang tahun Periode RPJMD Sebelumnya telah dibangun Talud dan 

Bronjong di daerah pinggiran pantai dan DAS seperti pada tabel berikut ini : 

 

No. Jenis Bangunan Panjang (Meter) Kondisi 

1. TALUD PENGAMAN PANTAI 2167,4 Baik 

2. BRONJONG SUNGAI 500 Baik 

Tabel. 2.6. Kondisi bangunan Pengendali Banjir dan Abrasi Pantai di Kabupaten Kepulauan Talaud 

  

  Ketersediaan sarana dan Prasarana dasar permukiman berupa air minum 

dan sanitasi secara merata dan berkelanjutan turut menentukan tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Beberapa prestasi kinerja pengelolaan air minum dan 

sanitasi selang periode RPJMD sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut : 

No. Sektor 
Sarana dan Prasarana 

Terbangun Panjang/Unit 
Kondisi Ket. 

1. AIR MINUM Perpipaan  5500 Meter; Reservoir 5 Unit Rusak Ringan 
 

2. AIR LIMBAH MCK  unit; 18 IPAL terpusat 20 Unit Baik 
 

3. DRAINASE 228 Meter Baik 
 

 

2.4 Analisa Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD 

 Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu motor pendorong 

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan 

pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran diyakini akan dapat membantu 

mengatasi persoalan kemiskinan, kesenjangan antara daerah dan wilayah, 

memperkuat ketahanan pangan bahkan dapat menciptakan peluang 

pengembangan ekonomi baru atas terbukanya akses ke sentra-sentra produksi 

baru yang bernilai strategis. 

 Infrastruktur bidang Pekerjaan Umum mempunyai manfaatan langsung 

terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan di 

samping itu juga berperan sebagai pendukung kelancaran pembangunan sektor 

lainnya seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. 
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 Perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dapat dilihat 

melalui : 

2.4.1 Pembangunan jalan dan jembatan berperan untuk mendukung 

distribusi lalu-lintas barang, jasa dan manusia maupun pembentukan 

struktur ruang wilayah serta membuka kawasan terpencil dan terisolir. 

2.4.2 Infrastruktur sumber daya air berperan dalam penyimpanan dan 

pendistribusian air, baik untuk kebutuhan rumah tangga, industri kecil 

dan menengah maupun keperluan pertanian guna mendukung 

ketahanan pangan daerah juga konservasi dapendayagunaan sumber 

daya air serta pengendalian dan Reboisasi Daerah Tangkapan Sumber 

air yang rusak. 

2.4.3 Pembangunan Infrastruktur Bidang Ke-Ciptakaryaan berperan terhadap 

penyediaan pelayanan infrastruktur aparatur Pemerintah Daerah, 

Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Lingkungan serta Revitalisasi 

Kawasan yang diselenggarakan Berbasis Penataan Ruang. 

2.4.4 Penyesuaian Arah Kebijakan Tata Ruang Wilayah untuk sinkronisasi 

Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Regulasi yang 

berhubungan dengan Lingkungan Hidup. 

  Tantangan adalah unsur pada lingkungan eksternal yang menjadi 

tantangan bagi pencapaian tujuan. Adapun yang menjadi tantangan Dinas 

Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pelayanan 

Infrastruktur sebagai berikut : 

1. Kesenjangan Antar Wilayah ; 

2. Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah rawan bencana, 

kepulauan dan perbatasan ; 

3. Ketersediaan Akses Jalan Jembatan yang belum Memadai ; 

4. Kualitas lingkungan Permukiman yang layak, termasuk didalamnya 

Pelayanan Air bersih, sanitasi, Drainase dan Persampahan ; 

5. Perluasan daerah Abrasi Pesisir Pantai dari pengaruh Pasang ; 
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B A B  III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  

PERANGKAT DAERAH 

 

3.1  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD. 

Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana telah diuraikan di 

BAB II adalah membantu Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan teknis, 

pengkoordinasian pelaksanaan Tugas kedinasan, pembinaan dan pengendalian 

pelaksanaan tugas, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di 

bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang. Namun dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya masih menemui beberapa tantangan dan permasalahan pokok, 

permasalahan yang dihadapi dapat diuraikan sebagai berikut : 

3.3.1 Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 

  Sistem jaringan jalan dan Spesifikasi Prasarana Jalan antara jalan status 

Nasional, Provinsi dan Kabupaten pada beberapa koridor perlintasan belum 

sinergis, sehingga memberikan kendala pada sarana transportasi yang 

dipergunakan. Harus diakui bahwa belum tersinerginya Jalan Nasional dan jalan 

Kabupaten dikarenakan adanya pemisahan tegas yang tertera dalam Undang-

undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan yang berdasarkan pemikiran 

desentralisasi bidang jalan, padahal pada kenyataan di lapangan, seluruh jalan 

tanpa terkecuali merupakan bagian dari sektor Transportasi, jika Jalan Nasional 

saja yang mantap sementara jalan daerah (jalan Provinsi/kabupaten) tidak 

mantap ataupun sebaliknya, akan mengakibatkan  biaya Transportasi tinggi. 

  Disamping itu masih terdapatnya jalan dan jembatan di Kabupaten Talaud 

yang kondisinya belum memenuhi standart Teknis Pelayanan Minimal, 

diantaranya : 

1. Kapasitas jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar Teknis 

Pelayanan Minimal : 

a. Lebar Jalan kurang dari 5,5 meter; 

b. Lebar jembatan kurang dari 9,0 meter. 

BAB 

3 
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2. Adanya jenis konstruksi jalan yang belum standar Teknis Pelayanan 

Minimal yaitu: 

a. Terdapatnya jalan Telford/Kerikil sepanjang 10,85 Km 

b. Terdapatnya jalan yang belum terhubung/ jalan Tanah sepanjang 

65,78 Km 

c. Tingginya Tingkat Kerusakan Jalan dimana Jalan Status Kabupaten 

kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat berkisar 63,40%  atau 

sepanjang 129,355 Km dari Total panjang Jalan Kabupaten 

sepanjang 204,030 Km 

 

3.3.2 Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 

  Permasalahan Utama pada Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) adalah 

Sebagai Berikut : 

1. Rusaknya area tangkapan (Catcment Area) dan alih fungsi lahan 

sebesar 40 % dari luas lahan potensial, serta hilangnya sumber air 

yang mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan fungsi jaringan 

irigasi permukaan untuk ketahanan pangan. Sesuai dengan Permen 

PUPR No. 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status 

daerah Irigasi (DI) Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki lahan 

Potensial seluas 1.615 Ha. 

2. Kurangnya ket ersediaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan 

air masyarakat, pariwisata, lahan pertanian dan sebagainya. Hal ini 

diakibatkan belum optimalnya pemanfaatan, pengembangan serta 

pengelolaan konservasi sungai dan sumber daya air lainnya. 

3. Minimnya sarana dan prasarana pengendalian banjir, pengamanan 

tebing sungai dan tingginya fluktuasi muka air banjir. Hal ini 

dikarenakan tingginya sedimentasi, perubahan morfologi sungai, 

rendanya tata kelolah air sungai. 

4. Letak geografis dari Kabupaten talaud merupakan daerah kepulauan  

dan Masih kurangnya anggaran untuk pengelolaan dan pengamanan 

pesisir pantai serta tingginya frekuensi gelombang yang mengakibatkan 
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hantaman gelombang langsung menghempas bibir pantai sehingga 

merusak morfologi pantai. 

5. Belum adanya PAD dari pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya 

Air. 

6. Belum tersusunya Pola dan Rencana Wilayah Sungai Kewenangan 

kabupaten sehingga pengelolaan Sumber Daya Air di kabupaten Talaud 

dilaksanakan masih Parsial. 

7. Belum tersusunya Rencana Pengolahan irigasi secara bersama dengan 

dinas terkait. 

 

3.3.3    Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 

Permasalahan dalam Pengelolaan air minum dan Penyehatan 

Lingkungan dibagi atas beberapa bahasan yaitu : 

1. Permasalahan Air Minum 

 Belum tersediannya Regulasi di daerah yang mendukung penyediaan Air 

Minum. Salah satu akibatnya adalah sulitnya PDAM menerapkan prinsip 

Korporasi. Maraknya penyediaan air minum berbasis masyarakat juga 

terkendala oleh tidakadanya peraturan daerah yang mengatur pola 

kerjasama Pemerintah Daerah dan masyaraka misalnya Penerbitan 

PERKADA  tentang Pengelolaan Air Minum. 

2. Masih terbatasnya penyediaan Air minum baik oleh Perusahaan Daerah 

(PDAM) dan non PDAM yang sehat (Kredibel dan Profesional).  

3. Belum optimalnya sistem perencanaan penyediaan air minum. Di 

kabupaten Kepulauan Talaud belum memiliki Rencana Induk Sistem 

Penyediaan Air Minum yang absah. Belum terpetakannya Wilayah yang 

akan dilayani sistem perpipaan maupun non perpipaan menyebabkan 

banyak sistem penyediaan air minum, khusunya diperkotaan, menjadi 

tumpang tindih. 

4. Terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek air 

minum. Pendanaan air minum masih bertumpuh pada anggaran 

pemerintah daerah. Rendahnya kinerja keuangan PDAM juga 

menyebabkan PDAM sulit mendapatkan sumber pendanaan alternatif. 
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Permasalahan Pelayanan Air Limbah 

1. Belum memadai Perangkat Peraturan yang mendukung Pengelolaan Air 

Limbah. Saat ini payung kebijakan yang mendukung pengelolaan air 

limbah hanya berupa UU nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

pasal 21 ayat (2) bahwa perlindungan dan pelestarian sumber air salah 

satunya dilakukan melalui Pengaturan sarana dan prasarana sanitasi. 

2. Masih rendahnya kesadaran pelaku akan pengelolaan air limbah yang 

layak. Redahnya kesadaran pelaku akan perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS)-yang salah satunya ditujukkan dengan masih terdapatnya 21,5 

persen penduduk yang melakukan praktik buang air besar sembarangan 

(BABS) serta pembangunan septictank rumahan yang tidak sesuai 

dengan Standart kesehatan serta  instalasi pengelolaan lumpur tinja 

(IPLT) merupakan penyebab utama terjadinya pencemaran air 

permukaan. 

3. Tidak adanya pengelola air limbah baik oleh perusahaan daerah dan non 

perusahaan daerah yang kredibel dan profesional.  

4. Belum tersediannya Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah. Di 

kabupaten kepulauan Talaud belum memetakan kebutuhan Infrastruktur 

dan layanan air Limbah serta tidak tersediannya Rencana Rinci terhadap 

pemenuhan kebutuhan tersebut  akibatnya prioritas serta pentahapan 

pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air limbah tidak 

tergambar jelas. 

5. Terbatasnya Pendanaan untuk Mendukung Keseluruhan Aspek 

Pengelolaan air limbah. Peningkatan alokasi pendanaan masih belum 

mampu untuk membiayai total kebutuhan yang ada.  

 

Permasalahan Pelayanan Drainase 

1. Kapasitas eksisting sistem Saluran Drainase tidak sesuai. Menurunnya 

kapasitas eksisting saluran drainase dalam mengakomodasi genangan air 

diakibatkan oleh meningkatnya luas area pemukiman, serta rendahnya 

kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. 

Peningkatan debit limpasan hujan juga disebabkan oleh semakin 

berkurangnya bidang resapan dan adanya perubahan iklim akibat efek 
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pemanasan global (Global Warming) yang menyebabkan peningkatan 

intensitas curah hujan dalam interval waktu yang semakin pendek. 

2. Belum ada kejelasan pengelola sistem drainase. Ketidakjelasan pengelola 

menyebabkan tidak ada lembaga yang bertanggungjawab terhadap 

pemeliharaan saluran drainase. Hal itu mengakibatkan pengabaian atas 

kondisi saluran drainase sehingga berfungsi kurang optimal. 

3. Belum adanya sistem Rencana Induk Pengelolaan Drainase.  Perencanaan 

Sistem Pengelolaan Drainase belum didasari dengan adanya suatu 

rencana induk pengelolaan sistem drinase yang absah. Selain itu, 

Perencanaan sistem drainase saat ini juga belum mengintegrasikan 

antara sistem drainase primer, sekunder dan tersier. 

4. Terbatasnya Pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek 

pengelolaan Drainase. Terbatasnya anggaran pemerintah baik untuk 

untuk investasi, operasional maupun pemeliharan sistem drainase 

menjadikan pengelolaan drainase belum berjalan secara optimal. 

 

3.3.4 Penyelenggaraan penataan Bangunan 

Permasalahan tentang penataan bangunan antaralain : 

1. Belum adanya data akurat tentang  jumlah bangunan publik dan gedung 

pemerintah yang harus dikelolah oleh Dinas PUTR Kabupaten Kepulauan 

Talaud. 

2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Ijin Mendirikan bangunan Belum 

berjalan secara optimal 

3. Belum terlengkapinya sarana dan prasarana aparatur, pembangunan 

gedung Pemerintah 

4. Belum Tertatanya landscape bangunan dan bangunan Ramah Lingkungan. 

 

3.3.5 Penyelenggaraan Penataan Ruang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Talaud  telah 

ditetapkan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2014 di dalamnya memuat kebijakan 

penataan Ruang yang lebih menitiberatkan kepada pengembangan wilayah secara 

terpadu dan seimbang melalui penguatan fungsi  pusat – pusat pelayanan dan 

pengembangan prasarana wilayah, pemulihan kawasan lindung dan kawasan 
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hutan, penguatan fungsi dan pengembangan kemanfaatan kawasan pesisir dan 

kelautan serta pembangunan ekonomi wilayah yang mantap dengan basis 

ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan .  

 

 

Permasalahan daerah tentang penetapan ruang antara lain adalah : 

1. Minimnya peran serta masyarakat dalam perwujudan perencanaan tata 

ruang 

2. Diskriminasi terhadap bidang tata ruang karena belum dianggap penting 

3. Belum optimalnya pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) kawasan 

perkotaan di Kabupaten Talaud 

4. Belum tersusunnya RDTR di 3 (tiga) lokasi perkotaan dan tempat 

strategis lainnya 

5. Banyak terjadinya pelanggaran terhadap RTRW tentang Pemanfaatan 

Ruang. 

 

 

3.2  Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah 

Terpilih 

  Dinas pekerjaan umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan 

Talaud merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu 

berkontribusi nyata dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Derah dan Wakil 

Kepala daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. 

 Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud 

Periode 2020-2025 adalah sebagai berikut : 

“ Menjadikan Kabupaten Kepulauan Talaud Lebih DIBERKATI” 

Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan, maka 6 (Enam) misi Bupati 

dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

1. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang bersih; 

2. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Elok; 

3. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Ramah; 
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4. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud Berlandaskan 

kasih; 

5. Mewujudkan kehidupan masyarakat kabupaten Kepulauan Talaud yang 

aman; 

6. Mewujudkan masyarakat kabupaten kepulauan talaud yang tanggguh. 

 Berdasarkan 6 (enam) misi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan 

Talaud periode 2020-2025, berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terkait pada misi 4 (empat) adalah : 

“Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Ramah” 

implementasi misi 4 (empat) dalam bidang Infrastruktur yaitu : 

1. Membangun sarana dan prasarana berupa jalan, jembatan, drainase, 

bangunan pantai dan sungai; 

2. Penguatan Regulasi Pemanfaatan Ruang tentang Pengembangan bandara 

Melonguane dan kawasan strategis lainnya; 

3. Ketersediaan sarana dan prasarana Air Minum dan sanitasi; 

4. Infrastruktur Lainnya yang strategis untuk meningkatkan produktifitas dan 

pemerataan ekonomi. 

 Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

Kabupaten Kepulauan Talaud dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi 

Pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud  2020 - 2025, melalui pelaksanaan 

tugas dan fungsi dinas sebagaimana yang telah ditetapkan melalui peraturan 

Bupati tentang Penjabaran tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang. 

 Ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu Faktor 

penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, disamping Faktor kualitas 

lingkungan hidup dan masyarakat (Budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur 

merupakan faktor kunci dalam menetukan daya saing global. 
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3.3  Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah. 

Tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia ialah bagaimana  

pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan 

degradasi lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, 

nyaman, produktif, dan berkelanjutan), terus meningkatkan ketersediaan 

infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja yang semakin dapat diandalkan 

agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat terus 

meningkat. Demikian pula dengan infrastruktur yang berperan dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah diharapkan akan dapat terus 

mendorong percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, 

sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial dan kenyamanan lingkungan. 

Tantangan lainnya adalah kendala alamiah berupa struktur wilayah geografis, 

disparitas dan distribusi penduduk di Kabupaten Kepulauan Talaud, menurunnya 

kinerja infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah seperti 

jalan kabupaten serta sulitnya pembebasan tanah untuk pembangunan 

infrastruktur yang menyebabkan terhambatnya kelancaran pembangunan jalan 

dan infrastruktur lainnya. 

  Tujuan yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri 

konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar 

daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan 

kawasan perdesaan; 

2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan 

pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor 

strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi; 

3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan 

produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi 
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penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada 

keterpaduan konektivitas daratan dan maritim; 

4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang 

layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan 

dengan prinsip “ infrastruktur untuk semua ”; 

5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan 

umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, 

pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan 

pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan 

bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien, 

transparan dan akuntabel. 

 

 Sedangkan sasaran yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat yang berhubungan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan tata 

Ruang dapat dilihat pada peta strategi dibawah ini : 
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Kemudian agar kebutuhan Masyrakat Kabupaten Talaud dapat terpenuhi 

maka diperlukan upaya-upaya dalam internal proses yang harus dilakukan 

dengan baik, yaitu: 

1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran 

2. Meningkatnya ketahanan air. 

3. Meningkatnya kemantapan jalan nasional. 

4. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional. 

5. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan. 

6. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas. 

7. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas. 

8. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum 

dan perumahan rakyat. 

9. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi 

publik, serta sarana dan prasarana. 

 Adapun yang menjadi permasalahan sesuai dengan telaah Renstra 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Talaud adalah daya 

tampung dan kondisi sumber daya air yang semakin lama semakin berkurang/ 

kondisinya kurang baik sehingga diperlukan suatu pembangunan prasarana 

irigasi dan rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi sehingga air baku yang 

dibutuhkan mampu tercukupi, hal ini juga berkaitan sekali dengan ketersediaan 

dana pada dinas 1yang belum secara optimal mengakomodir semua kebutuhan 

dikarenakan urusan yang menjadi kewenangan dinas sangat besar dan kemudian 

diatasi dengan proses penetuan prioritas. 

 

3.4  Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis 

Sebagai “ matra ruang ” dari perencanaan Jangka Panjang Kabupaten 

Kepulauan Talaud,RTRW disusun berdasarkan potensi dan kondisi yang terdapat 

dalam wilayah dan masyarakat kabupaten Kepulauan Talaud. Berdasarkan 

pertimbangan karakteristik wilayah, maka dirumuskanlah kebijakan penataan 

ruang kabupaten Kepulauan Talaud meliputi : 

1. Pembangunan, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana; 
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2. Peningkatan potensi sumber daya alam, aksesibilitas, pemasaran 

produksi dan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan, 

perikanan, pertanian pariwisata; 

3. Peningkatan dan pelestarian lingkungan hidup; 

4. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; 

5. Pengamanan kawasan rawan bencana; 

6. Peningkatan kerjasama perdagangan lintas batas; 

7. Pengembangan kawasan pemerintah, pendidikan dan kesehatan. 

Penetapan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud 

meliputi : 

1. Pusat-pusat kegiatan Pusat-pusat kegiatan yang ada di kabupaten 

Kepulauan Talaud terdiri atas : 

a. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); 

b. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP); 

c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); 

d. Pusat Pelayanan kawasan (PKK); dan 

e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) 

2. Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Prasarana utama 

meliput : 

a. Sistem Jaringan Transportasi Darat; 

b. Sistem Jaringan Transportasi laut; dan 

c. Sistem Jaringan Transportasi Udara. 

3. Sistem Jaringan Prasarana lainnya Sistem jaringan prasarana lainnya 

meliputi : 

a. Sistem Jaringan energi; 

b. Sistem jaringan telekomunikasi; 

c. Sistem jaringan Sumber Daya Air; 

d. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan, dan 

e. Sistem jaringan prasarana lainnya. 

 Sesuai dengan Rencana tata Ruang Wilayah kabupaten Kepulauan Talaud 

terdapat 2 (dua) kawasan strategis yang akan dikembangkan yaitu Kawasan 

strategis nasional dan kawasan strategis Kabupaten. Kawasan strategis Nasional 
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yaitu kawasan yang berbatasan laut dengan negara Philipina seperti pulau 

Miangas, Pulau Marampit, Pulau intata dan Pulau Kakorotan. Sedangkan 

kawasan strategis Kabupaten mencakup kawasan yang memiliki nilai strategis 

dari sudut pandang ekonomi meliputi kawasan minapolitan kecamatan salibabu, 

kawasan agropolitan kecamatan essang dan Kawasan strategis Perdagangan dan 

budaya kecamatan beo, Melonguane, Lirung, Mangaran dan kecamatan nanusa. 

Kawasan-kawasan ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana 

Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRK) yang akan ditetapkan dengan Peraturan 

daerah (Perda). 

 Dalam pemanfaatan dan Pengelolaan Ruang wilayah kabupaten Kepulauan 

Talaud tetap mengacu dan berpedoman pada rencana Struktur Ruang, Rencana 

Pola Ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten. selain itu, ketersediaan 

sumber daya, kesepakatan para pemangku kepentingan danprioritas 

pengembangan wilayah serta ketentuan undang undang yang terkait merupakan 

aspek yang tak terpisahkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang wilayah di 

kabupaten Kepulauan Talaud. 

3.5  Penentuan Isu-Isu Strategis 

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap penyelenggaraan 

Pembangunan Infrastruktur, serta meningkatnya kehidupan sosial, ekonomi, 

budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di kabupaten 

kepulauan Talaud, membuat semakin tinggi dan vitalnya peran infrastruktur 

sebagai sarana Publik dalam rangka peningkatan Ekonomi masyarakat. Maka 

dirumuskanlah isu-isu strategis pembangunan daerah  melalui pertimbangan-

pertimbangan, diantaranya isu yang memiliki pengaruh besar terhadap 

pencapaian sasaran pembangunan nasional serta pengembangan kehidupan 

masyarakat yang berdaya saing menuju Talaud yang diberkati.  

Adapun Isu-isu Strategis dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Ketersediaan Sumber Daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang 

konstruksi sudah ada namun masih terbatas; 

2. Jaringan jalan yang menghubungkan Kawasan Perdesaan dan Perkotaan 

serta kawasan-kawasan strategis yang belum Memadai; 
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3. Penyediaan Sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi perkotaan dan 

perdesaan yang belum Layak; 

4. Pengembangan Prasarana Irigasi dan pengairan yang belum memadai; 

5. Perbaikan Sistem Drainase Perkotaan dan Perdesaan; 

6. Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk; 

7. Pengamanan daerah Pesisir Pantai dan Daerah aliran Sungai. 

8. Penyediaaan Sarana dan prasarana Pemerintah, pelayanan Publik dan 

zona Budaya; 

9. Eksploitasi Ruang Yang belum Berkesesuaian dengan Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud. 
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B A B  IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

Berkenaan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Talaud dan 6 (enam) Misi yang ada pada 

Dokumen RPJMD Tahun 2020 – 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

Mewujudkan Misi ke lima yaitu Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud 

Yang Aman maka untuk mewujudkan dan melaksanakan misi ini, Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menetapkan 1 (Satu) Tujuan yang akan dicapai 

sebagai berikut : 

 

“TERCIPTANYA INFRASTRUKTUR YANG MAMPU MEMBUKA 

KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH DAN MEMENUHI KEBUTUHAN 

PELAYANAN DASAR MASYARAKAT” 

 Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada misi 5 (lima)  

RPJMD kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2020-2025 dan berkaitan erat 

dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun  2016 tentang Kedudukan, 

Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum 

dan tata Ruang kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam hal ini Dinas PUTR 

Kabupaten Kepulauan Talaud diharapkan dapat meningkatkan pembangunan 

infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan tata ruang terutama pada 

inrastruktur pelayanan dasar, sehingga visi dan misi kabupaten Kepulauan 

Talaud dapat tercapai. 

 

Sasaran 

Untuk mencapai Tujuan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

Kabupaten Kepulauan Talaud Menetapkan   3 (tiga) Sasaran Strategis : 

1. Terciptanya  infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas 

2. Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah yang Mantap 

3. Meningkatnya pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, bersih dan sehat.

BAB 

4 
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MEMETAKAN  STRATEGI DENGAN 

PENDEKATAN POHON KINERJA 
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CASCADING KINERJA RPJMD TAHUN 2020-2025 

MENJADIKAN KABUPATEN TALAUD LEBIH DIBERKATI   
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4.1. Tujuan, Sasaran dan Target Jangka Menengah Perangkat Daerah 

4.1.1 Tujuan :  

NO 

RENSTRA LAMA RENSTRA BARU 

TUJUAN INDIKATOR 
KINERJA TUJUAN 

TUJUAN INDIKATOR 
KINERJA TUJUAN 

1 Terwujudnya  
Pembangunan 
Infrastruktur Yang 
berkualitas 

- 
- 
- 

Terciptanya 
Infrastruktur Yang 
Mampu Membuka 
Konektivitas Antar 
Wilayah dan 
Memenuhi Kebutuhan 
Pelayanan Dasar 
Masyarakat 
 

Indeks Konektivitas 
 

Indeks Infrastruktur 
 

 

4.1.2 Sasaran :  

NO 

RENSTRA LAMA RENSTRA BARU 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
SASARAN 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 
SASARAN 

1 Meningkatkan 
Aksebilitas kapasilitas 
dan keselamatan 
terhadap pelayanan 
saranan dan prasarana 
transportasi 

 
Panjang drainase 
lingkungan dalam 
kondisi baik/mantap 

Terciptanya  
infrastruktur 
pelayanan dasar 
yang berkualitas 
 

Indeks 
Infrastruktur 
Bidang Pekerjaan 
Umum 

Presentase jembatan 
dalam kondisi 
baik/mantap 

2 Meningkatkan 
pelayanan sarana dan 
prasarana Air bersih, 
sanitasi dan drainase 
dimasyarakat 

Jumlah masyarakat 
yang terlayani air 
bersih 

Terwujudnya 
Konektivitas Antar 
Wilayah Yang 
Mantap 
 

Indeks 
Konektivitas 
Bidang Pekerjaan 
Umum 

Jumlah rumah tangga 
yang menggunakan 
prasarana sanitasi 
sehat 

Jumlah sambungan 
rumah (SR) yang 
terpasang 

Jumlah fasilitas 
sanitasi yang 
terbangun 

Panjang drainase 
lingkungan dalam 
kondisi baik/mantap 

3 Meningkatkan 
Prasarana Pemerintah 
Pendukung Kinerja 
Pelayanan Kepada 
Masyarakat 

Bangunan pemerintah 
daerah mendukung 
pelayanan masyarakat 
dalam kondisi baik 

Terciptanya 
Pemanfaatan Tata 
Ruang Yang 
Nyaman, Aman 
dan Sehat 

Persentase 
Ketaatan 
Terhadap RTRW 

4 Meningkatkan Fungsi 
perlindungan dan 
pelestarian terhadap 
lingkungan hidup 

Panjang 
Turap/Talud/Bronjong 
di daerah Aliran 
Sungai Rawan Longsor 
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yang terbangun 

Panjang Bangunan 
Pengaman Pantai Yang 
Terbangun di Daerah 
Permukiman Pesisir 

Panjang jalan 
permukiman yang 
terbangun 

Panjang median jalan 
yang terbangun 

Jumlah bangunan 
yang memiliki Izin 
Mendirikan Bangunan 
(IMB) 

Luas kawasan 
memiliki izin 
pemanfaatan ruang 

Meningkatkan 
Dukungan Ketahanan 
Air irigasi 

Panjang saluran 
primer yang terbangun 
dalam kondisi 
baik/mantap 

Panjang saluran 
sekunder yang 
terbangun dalam 
kondisi baik/mantap 

 Jumlah bangunan 
DI dalam kondisi 
baik/mantap 

Luas persawahan yang 
teraliri 

 

4.1.3 Target 

Berikut merupakan Target Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang : 

 

SASARAN PD INDIKATOR 

TARGET 
 

 
2021 

 
2022 2023 2024 2025 

TERCIPTANYA 
INFRASTRUKTUR 
PELAYANAN DASAR YANG 
BERKUALITAS 
 

INDEKS 
INFRASTRUKTUR  
BIDANG PEKERJAAN 
UMUM 

38,98 42,66 45,59 50,10 55,08 

TERWUJUDNYA 
KONEKTIVITAS ANTAR 
WILAYAH YANG MANTAP 
 

INDEKS 
KONEKTIVITAS 
BIDANG PEKERJAAN 
UMUM  

1,37 1,37 1,37 1,47 1,53 

TERCIPTANYA 
PEMANFAATAN TATA RUANG 
YANG AMAN, NYAMAN 
BERSIH DAN SEHAT 
 

PERSENTASE 
KETAATAN TERHADAP 
RTRW 

73 77 87 91 94 
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B A B  V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

5.1 Strategi dan Kebijakan 

 

Alur Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten 

Kepulauan Talaud yang dapat dilihat pada tabel  berikut : 

 

5.1.1 Strategi 

NO RENSTRA LAMA RESTRA BARU 

SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
STRATEGI 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
SASARAN 

STRATEGI 

1 Meningkatkan 
Aksebilitas kapasilitas 
dan keselamatan 
terhadap pelayanan 
saranan dan 
prasarana transportasi 

Panjang drainase 
lingkungan dalam 
kondisi baik/mantap 

- 

Terciptanya  
infrastruktur 
pelayanan dasar yang 
berkualitas 
 

Indeks Infrastruktur 
Bidang Pekerjaan 
Umum 

Terbukanya akses 
masyarakat 
Terhadap layanan air 
minum 
 

Presentase jembatan 
dalam kondisi 
baik/mantap 

Terciptanya 
Infrastruktur 
Pelayanan Dasar Yang 
Berkualitas 
 

Meningkatkan 
Kualitas Infrastruktur 
Mitgasi Bencana  
 

2 Meningkatkan 
pelayanan sarana dan 
prasarana Air bersih, 
sanitasi dan drainase 

Jumlah masyarakat 
yang terlayani air 
bersih 

- 

Terwujudnya 
Konektivitas Antar 
Wilayah Yang Mantap 
 

Indeks Konektivitas 
Bidang Pekerjaan 
Umum 
 

Meningkatkan 
Kualitas Jaringan 
Jalan Kabupaten 
 

BAB 

5 
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dimasyarakat  

Jumlah rumah tangga 
yang menggunakan 
prasarana sanitasi 
sehat 
 
 

- 

Terhubungnya Pusat-
pusat Palayanan 
Wilayah Khususnya 
Kawasan Strtegis 

Jumlah sambungan 
rumah (SR) yang 
terpasang 

 

Jumlah fasilitas 
sanitasi yang 
terbangun 

- 

Panjang drainase 
lingkungan dalam 
kondisi baik/mantap 
 

 

3 Meningkatkan 
Prasarana Pemerintah 
Pendukung Kinerja 
Pelayanan Kepada 
Masyarakat 
 
 
 
 

Bangunan pemerintah 
daerah mendukung 
pelayanan masyarakat 
dalam kondisi baik 

 Terciptanya 
Pemanfaatan Tata 
Ruang Yang Aman, 
Nyaman Bersih dan 
Sehat 

Persentase Ketaatan 
Terhadap RTRW 

Terkendalinya 
Pembangunan Pada 
Kawasan Budidaya 
Kabupaten 

Terjaganya Kawasan 
Lindung Kabupaten 

Terwujudnya Kawasan 
Strategi Kabupaten 

4  
Meningkatkan Fungsi 
perlindungan dan 
pelestarian terhadap 
lingkungan hidup 

Panjang 
Turap/Talud/Bronjong 
di daerah Aliran 
Sungai Rawan Longsor 
yang terbangun 
 

 

Panjang Bangunan 
Pengaman Pantai Yang 
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Terbangun di Daerah 
Permukiman Pesisir 
 

Panjang jalan 
permukiman yang 
terbangun 
 

 

Panjang median jalan 
yang terbangun 
 

 

Jumlah bangunan 
yang memiliki Izin 
Mendirikan Bangunan 
(IMB) 
 

 

Luas kawasan 
memiliki izin 
pemanfaatan ruang 
 

 

5 Meningkatkan 
Dukungan Ketahanan 
Air irigasi 

Panjang saluran 
primer yang terbangun 
dalam kondisi 
baik/mantap 
 

 

Panjang saluran 
sekunder yang 
terbangun dalam 
kondisi baik/mantap 
 

 

Jumlah bangunan DI 
dalam kondisi 
baik/mantap 
 

 

Luas persawahan yang 
teraliri 
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1.1.2 Kebijakan 

  

NO RENSTRA LAMA RENSTRA BARU 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
SASARAN 

KEBIJAKAN SASARAN STRATEGIS STRATEGI KEBIJAKAN 

1 Meningkatkan 
Aksebilitas kapasilitas 
dan keselamatan 
terhadap pelayanan 
saranan dan 
prasarana 
transportasi 

 
Panjang drainase 
lingkungan dalam 
kondisi baik/mantap 

 Terciptanya 
infrastruktur 
pelayanan dasar 
yang berkualitas 
 
 

Terbukanya akses 
masyarakat terhadap 
layanan air minum 

Terpeliharanya 
Jaringan Air Minum 
Untuk Masyarakat 

Terbangunnya Jaringan 
Air Minum 

Presentase jembatan 
dalam kondisi 
baik/mantap 

Terbukanya akses 
masyarakat terhadap 
sanitasi yang layak 

Terpeliharanya Sanitasi 
Untuk Masyarakat 

Terbangunnya Sanitasi 
Untuk Masyarakat 

Meningkatnya 
kualitas infrastruktur 
mitigasi bencana 

Meningkatnya Kualitas 
Drainase Pada Kawasan 
Strategis 

Meningkatnya Kualitas 
Turap/Talud/Bronjong 
Di Wilayah Rawan 
Longsor, Abrasi, Dan 
Banjir 

2 Meningkatkan 
pelayanan sarana dan 
prasarana Air bersih, 
sanitasi dan drainase 
dimasyarakat 

Jumlah masyarakat 
yang terlayani air bersih 

 Terwujudnya 
Konektivitas Antar 
Wilayah Yang 
Mantap 

Meningkatkan 
Kualitas  Jaringan  
Jalan Kabupaten 

Terpeliharanya  Jalan 
Kabupaten  

Terpeliharanya  
Jembatan Kabupaten  

Terhubungnya Pusat- 
Pusat Pelayanan 

Terbangunnya  Jalan 
Kabupaten 
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Wilayah Khususnya 
Kawasan Strategis 

 

Terbangunnya 
Jembatan Kabupaten 

Terwujudnya Sistem 
Jaringan Jalan Yang 
Menghubungkan Pusat 
Pelayanan Khususnya 
Kawasan Strategis 

Jumlah rumah tangga 
yang menggunakan 
prasarana sanitasi 
sehat 
 

Jumlah sambungan 
rumah (SR) yang 
terpasang 

Jumlah fasilitas 
sanitasi yang terbangun 
 

Panjang drainase 
lingkungan dalam 
kondisi baik/mantap 
 

3 Meningkatkan 
Prasarana Pemerintah 
Pendukung Kinerja 
Pelayanan Kepada 
Masyarakat 
 

Bangunan pemerintah 
daerah mendukung 
pelayanan masyarakat 
dalam kondisi baik 

 Terciptanya 
Pemanfaatan Tata 
Ruang Yang Aman, 
Nyaman Bersih Dan 
Sehat 

Terkendalinya 
Pembangunan Pada 
Kawasan Budidaya 
Kabupaten 

Meningkatnya 
Pengawasan Terhadap 
Pembangunan Di 
Kawasan Perdagangan 
Dan Jasa Serta 
Kawasan Permukiman 

Meningkatnya 
Kesadaran Masyarakat 
Terhadap Pengendalian 
Pembangunan  

Meningkatnya 
Pemanfaatan Daerah 
Irigasi Kabupaten 

Terjaganya kawasan 
lindung kabupaten 

Terkelolanya Sumber 
Daya Air Untuk 
Masyarakat 
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Meningkatnya 
Kesadaran Masyarakat 
Akan Fungsi Kawasan 
Lindung 

Terwujudnya 
Kawasan Strategis 
Kabupaten 

Terkelolanya kawasan 
strategis kabupaten 

Terbangunnya Kawasan 
Strategis Kabupaten 

4 Meningkatkan Fungsi 
perlindungan dan 
pelestarian terhadap 
lingkungan hidup 

 
Panjang 
Turap/Talud/Bronjong 
di daerah Aliran Sungai 
Rawan Longsor yang 
terbangun 

    

Panjang Bangunan 
Pengaman Pantai Yang 
Terbangun di Daerah 
Permukiman Pesisir 
 
 

Panjang jalan 
permukiman yang 
terbangun 
 

Panjang median jalan 
yang terbangun 
 

Jumlah bangunan yang 
memiliki Izin 
Mendirikan Bangunan 
(IMB) 
 

Luas kawasan memiliki 
izin pemanfaatan ruang 

5 Meningkatkan 
Dukungan Ketahanan 

Panjang saluran primer 
yang terbangun dalam 
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Air irigasi kondisi baik/mantap 
 

Panjang saluran 
sekunder yang 
terbangun dalam 
kondisi baik/mantap 
 

Jumlah bangunan DI 
dalam kondisi 
baik/mantap 
 

Luas persawahan yang 
teraliri 
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B A B  VI 

 

RENCANA PROGRAM  

DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 

 TAHUN 2020-2025 

 

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran 

dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 

Program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang 

Kabupaten Kepulauan Talaud meliputi program-program yang menjadi penujang 

dari Tugas dan ungsi SKPD bersangkutan. Adapun Program dan Kegiatan yang 

menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.  

 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan 

Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten 

Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025 terdiri sebagai  berikut : 
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PEMETAAN KEBUTUHAN PROGRAM, BISNIS PROSES DAN CROSSCUTTING PROGRAM 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  

 

NO  TUJUAN  
INDIKATOR 

TUJUAN  
SASARAN 

STRATEGIS  
STRATEGI  ARAH KEBIJAKAN  INDIKATOR SASARAN  

PROGRAM 
PEMBANGUNAN 

DAERAH  
BIDANG URUSAN  

PERANGKAT 
DAERAH  

1. TERCIPTANYA 
INFASTRUKTUR YANG 
MAMPU MEMBUKA  
KONEKTIVITAS ANTAR 
WILAYAH DAN MEMENUHI 
KEBUTUHAN  
PELAYANAN DASAR 
MASYARAKAT 

INDEKS 
INFRASTRUKTUR 

TERCIPTANYA 
INFRASTRUKTUR  
PELAYANAN 
DASAR YANG  
BERKUALITAS 

TERBUKANYA AKSES 
MASYARAKAT  
TERHADAP LAYANAN 
AIR MINUM 

TERPELIHARANYA JARINGAN AIR 
MINUM UNTUK MASYARAKAT 

INDEKS 
INFRASTRUKTUR 
DIBIDANG  
PEKERJAAN UMUM 

PROGRAM 
PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN 
SISTEM AIR MINUM 

BIDANG CIPTA 
KARYA 

DINAS PEKERJAAN 
UMUM DAN TATA 
RUANG 

INDEKS 
KONEKTIVITAS 

TERBANGUNNYA JARINGAN AIR 
MINUM 

BIDANG SUMBER  
DAYA AIR 

TERCIPTANYA 
INFRASTRUKTUR 
PELAYANAN  
DASAR YANG 
BERKUALITAS 

TERPELIHARANYA SANITASI UNTUK  
MASYARAKAT 

PROGRAM 
PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN 
SISTEM SANITASI TERBANGUNNYA SANITASI UNTUK  

MASYARAKAT 

MENINGKATNYA 
KUALITAS 
INFRASTRUKTUR 
MITIGASI BENCANA 

MENINGKATNYA KUALITAS 
DRAINASE  
PADA KAWASAN STRATEGIS 

PROGRAM 
PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN 
SISTEM DRAINASE 

MENINGKATNYA KUALITAS 
TURAP/TALUD/BRONJONG DI 
WILAYAH  
RAWAN LONGSOR, ABRASI, DAN 
BANJIR 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA  
AIR 

TERWUJUDNYA 
KONEKTIVITAS 
ANTAR  
WILAYAH YANG 
MANTAP 

MENINGKATNYA 
KUALITAS JARINGAN  
JALAN KABUPATEN 

TERPELIHARANYA JEMBATAN 
KABUPATEN 

INDEKS 
KONEKTIVITAS 
BIDANG PEKERJAAN  
UMUM 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
JALAN 

BIDANG BINA 
MARGA 

TERPELIHARANYA JALAN  
KABUPATEN 
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TERHUBUNGNYA 
PUSAT - PUSAT 
PELAYANAN 
WILAYAH  
KHUSUSNYA 
KAWASAN 
STRATEGIS 

TERBANGUNNYA JALAN 
KABUPATEN 

TERBANGUNNYA JEMBATAN  
KABUPATEN 

TERWUJUDNYA SISTEM JARINGAN  
JALAN YANG MENGHUBUNGKAN  
PUSAT-PUSAT PELAYANAN 

TERBUKANYA AKSES 
JARINGAN LAYANAN 
TIK KE  
SELURUH WILAYAH 
PERANGKAT DAERAH 

MENINGKATKAN KETERSEDIAAN  
SARANA DAN PRASARANA SERTA  
FASILITAS TIK YANG BERKUALITA 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
APLIKASI 
INFORMATIKA 

BIDANG 
PENYELENGGARAAN 
E  
GOVERNMENT 

DINAS KOMUNIKASI 
INFORMATIKA DAN 
STATISTIK 

MENINGKATKAN KUALITAS  
PEMERATAAN LAYANAN JARINGAN  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI DI MASYARAKAT 

TERBUKANYA 
JARINGAN 
TRANSPORTASI 
ANTAR  
KECAMATAN DAN 
ANTAR DESA  

PEMBANGUNAN DAN 
PENINGKATAN  
JALAN BARU DI WILAYAH 
TERPENCIL 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
LALU LINTAS DAN 
ANGKUTAN JALAN 
(LLAJ) 

BIDANG LALU 
LINTAS DAN 
ANGKUTAN 

DINAS 
PERHUBUNGAN 

PEMBANGUNAN JALAN  
PENGHUBUNG ANTAR DESA DAN  
ANTAR KECAMATAN 

MENINGKATKAN KERJA SAMA DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PEMBANGUNAN DAN 
PEMELIHARAAN  
JALAN 

TERCIPTANYA 
PEMANFAATAN 
TATA RUANG 
YANG  
AMAN, 
NYAMAN 
BERSIH DAN 
SEHAT 

TERKENDALINYA 
PEMBANGUNAN 
PADA  
KAWASAN 
BUDIDAYA 
KABUPATEN 

MENINGKATNYA  
PENGAWASAN  
TERHADAP  
PEMBANGUNAN DI  
KAWASAN 
PERDAGANGAN DAN  
JASA DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN 

PRESENTASE 
KETAATAN 
TERHADAP RTRW 

PROGRAMPENYELEN
GGARAAN 
PENATAAN RUANG 

BIDANG CIPTA 
KARYA 

DINAS PEKERJAAN 
UMUM DAN TATA 
RUANG 
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MENINGKATNYA  
KESADARAN  
MASYARAKAT  
TERHADAP  
PENGENDALIAN  
PEMBANGUNAN 

PROGRAM 
PENATAAN  
BANGUNAN 
GEDUNG 

MENINGATNYA  
PEMANFAATAN  
DAERAH IRIGASI  
KABUPATEN 

PROGRAM 
PENGELOLAAN  
SUMBER DAYA AIR 
(SDA) 

TERJAGANYA 
KAWASAN LINDUNG 
KABUPATEN 

TERKELOLANYA  
SUMBER DAYA AIR  
UNTUK 
MASYARAKAT 

PROGRAM SUMBER 
DAYA AIR 

BIDANG SUMBER  
DAYA AIR 

MENINGKATNYA  
KESADARAN  
MASAYRAKAT  
AKAN FUNGSI  
KAWASAN  
LINDUNG 

TERWUJUDNYA 
KAWASAN 
STRATEGIS 
KABUPATEN 

TERKELOLANYA 
KAWASAN STRATEGIS  
KABUPATEN 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
TATA RUANG 

BIDANG TATA 
RUANG 

TERBANGUNNYA  
KAWASAN STRATEGIS  
KABUPATEN 

MENINGKATKAN 
KUALITAS 
PEMANFAATAN 
RUANG  
PADA LINGKUNGAN 
PERUMAHAN DAN 
PERMUKIMAN  
MASYARAKAT 

TERJAGANYA FUNGSI  
LAHAN SESUAI  
PERUNTUKANNYA  

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
PERUMAHAN 

BIDANG KAWASAN  
PEMUKIMAN,  
PRASARANA, 
SARANA  
DAN UTILITAS 
UMUM 

DINAS PERUMAHAN 
DAN PERMUKIMAN 
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B A B VII 
 

KINERJA PENYELENGGARAAN  

BIDANG URUSAN 
 

 

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang 

dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat 

kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap 

setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan 

untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang 

bersangkutan menunjukan kemajuan dalam rangka dan/atau menuju tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 

suatu indikator kinerja adalah sebagai berikut : 

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan 

kesalahan interpretasi. 

2. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun 

kualitatif ; yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja 

mempunyai kesimpulan yang sama. 

3. Relevan ; indikator kinerja harus  menangani aspek-aspek objektif yang 

relevan. 

4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukan 

keberhasilan masukan,   keluaran, hasil, manfaat, dan dampak, serta 

proses. 

5. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian 

pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan. 

6. Efektif ; data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang 

bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya 

yang tersedia.  

 

 Indikator Kinerja SKPD yag mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 

adalah Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan 
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dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan Indikator 

Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan 

langkah – langkah 

sebagai berikut : 

1. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD 

2. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi SKPD yang 

berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam 

rancangan awal RPJMD. 

3. Identifikasi indikator dan target kinerja SKPD yang berkontribusi langsung 

pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.  

 

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

 

NO TUJUAN 
INDIKATOR 

TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 
SASARAN 

METODE 
PERHITUNGAN 

1 TERCIPTANYA 
INFRASTRUKTUR 
YANG MAMPU 
MEMBUKA 
KONEKTIVITAS 
ANTAR WILAYAH 
DAN MEMENUHI 
KEBUTUHAN 
PELAYANAN 
DASAR 
MASYARAKAT 
 

INDEKS 
KONEKTIVITAS 
 

TERCIPTANYA  
INFRASTRUKTUR 
PELAYANAN 
DASAR YANG 
BERKUALITAS 

 

INDEKS 
INFRASTRUKTUR 
BIDANG 
PEKERJAAN 
UMUM 

 
 
 

PERSENTASE RT 
YANG TERLAYANI 
AIR MINUM 
 
PERSENTASE RT 
YANG TERLAYANI 
SANITASI YANG 
LAYAK 
 
PERSENTASE 
INFRASTRUKTUR 
MITIGASI BENCANA 
BIDANG PEKERJAAN 
UMUM 
 

INDEKS 
INFRASTRUKTUR 
 
 

TERWUJUDNYA 
KONEKTIVITAS 
ANTAR WILAYAH 
YANG MANTAP 

 

INDEKS 
KONEKTIVITAS 
BIDANG 
PEKERJAAN 

UMUM 

JUMLAH JARINGAN 
JALAN DIBAGI 
JUMLAH PUSAT-
PUSAT PELAYANAN 

 
 

TERCIPTANYA 
PEMANFAATAN 
TATA RUANG 
YANG NYAMAN, 
AMAN DAN 
SEHAT 

PERSENTASE 
KETAATAN 
TERHADAP 
RTRW 

REALISASI RTRW 
DIBAGI RENCANA 
PERUNTUKAN RTRW 
DIKALI SERATUS 
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B A B  VIII 

 

P E N U T U P 
 

 

 Rancangan awal Rencana Strategis ini adalah konsep awal dalam 

penyusunan Rencana Strategis yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman 

penyusunan Rencan Kerja (Renja) Satuan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan 

Umum dan tata Ruang Kabupaten Kepulauan Talaud serta dijadikan acuan 

dalam evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. 

Keterpaduan arah dalam pencapaian visi dan misi kabupaten kepulauan talaud 

dan target-target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2020-2025 akan dikoordinasikan 

lebih lanjut oleh Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Talaud. Dokumen Renstra memiliki time Frame tahun 

2020-2025 sesuai dengan masa kerja Bupati dan Wakil Bupati serta bersifat 

dinamis sehingga dalam perjalanannya dapat dilakukan review, dan apabila 

terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan 

pemerintah maupun terjadi perubahan atas kondisi lingkungan Strategis, maka 

dokumen ini dapat dilakukan peninjauan kembali (PK) sesuai ketentuan yang 

berlaku.  

Demikian penyusunan dokumen ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa akan 

selalu memberikan berkat dan petunjuk bagi kita 

semua....sansiote...sampate...pate. 

 

Melonguane,     Agustus 2021 
Kepala  Dinas  Pekerjaan  

Umum dan Tata Ruang 

Kabupaten   Kepulauan Talaud 
 

 

 
 

JOHN RIANTO MAJAMPOH 

NIP. 19751228 200312 1 008 
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